Menteri dalam Negeri No.112 tahun 2014 tentang Pemeilihan Kepala Desa
berkaitan dengan Pasal 33 ayat (1) berkaitan dengan ketentuan pemilihan
kepala desa menggunakan cara toblos gambar/ foto calon dengan merubah
menjadi menggunakan metode elektronik/ e-voting, dan revisi Undang-
Undang Desa padsa Pasal 37 ayat 6, untuk penyelesaian Perselisihan
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diberikan kewenangan kepada
Lembaga Yudikatif yang sebelumnya diberikan kepada Bupati/

Walikota.

3. Dalam penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa sebaiknya dibentuk
Lembaga Pengawasan semacam Panitia Pengawasan Pemilih, supaya ada
Lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa (Pilkades) secara netral.
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